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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bertitik tolak dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka 

Tinjauan Sosiologis terhadap Perkawinan Poligami dibawah tangan, dapat 

dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1) Factor penyebab seseorang melakukan perkawinan poligami dibawah 

tangan yaitu karena mudahnya akses untuk melakukan perkawinan 

dibawah tanga, karena calon isteri yang akan dipoligami telah 

mengandung, kemudian tidak harmonisnya suatu keluarga karena 

disebabkan ketidak puasan salah satu pihak, dengan kata lain ingin 

mencari suatu ketentraman ataupun kesenangan lain. Selain itu factor lain 

penyebab sesorang melakukan perkawinan poligami dibawah tangan yaitu 

saling berebutan harta kekayaan atupun harta gono-gini dari suatu 

perkawinan. Sehingganya tidak heran banyak orang yang melakukan 

perkawinan poligami dibawah tangan karena berbagai macam factor. 

2) Dampak yang ditimbulakan dari perkawinan poligami dibawah tangan 

yaitu tidak adanya kekuatan hokum dari perkawinan tersebut. Perkawinan 

poligami dibawah tangan dianggap tidak sah oleh pemerintah, karena 

sebelumnya perkawinan tersebut tidak pernah dicatatkan pada Kantor 

Pencatatan Sipil. Selain itu perkawinan poligami dibawah tangan, hanya 

akan merugikan kita sendiri baik itu bagi suami apabila didapati akan 

dikenakan hukuman selama 5 tahun penjara, berdasarkan pasal 279 
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KUHP. bagi seorang isteri tidak akan pernah ada suatu pengakuan hokum 

apabila suatu ketika seorang isteri menjadi korbaan KDRT, dan yang 

terakhir akan berdampak pada anak dari hasil perkawinan poligami 

dibawah tangan yaitu mereka akan kehilangan hak mereka seperti hak 

nafkah. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan masalah penelitian, maka 

penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1) Perlu adanya kerja sama pemerintah dalam hal ini dikhususkan kepada 

lembaga-lembaga terkait seperti Kantor Urusan Agama, Kementrian 

Agama, dengan aparat desa khususnya bapak Kepala Desa Ayula Tilango 

agar kiranya melakukan sosialisasi terhadap  masyarakatnya yang ingin 

berpoligami, harus meminta izin kepada isteri pertama dan mengajukan 

permohonan tertulis kepada pihak Pengadilan Agama. Sebagaimana yang 

tertuang pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 4 

dan 5. 

2) Bagi suami-suami yang ingin melakukan perkawinan poligami dibawah 

tangan hendaknya memeprhatikan dampak yang akan timbul jika 

dilakukan. Seharusnya mengikuti prosedur hukum berdasrkan aturan UU 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Apabila kedapatan akan di hukum penjara 

selama 5 tahun hal ini berdasarkan isi dari pasal 279 KUHP. 

3) Bagi pasangan suami isteri hendaknya saling memahami faktor-faktor 

yang dapat memicu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Karena 
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rata-rata seorang suami yang melakukan poligami dibawah tangan karena 

tidak harmonisnya rumah tangga dan sering terjdi perselisihan. 

4) Perlu adanya upaya hokum kepada para pelaku poligami dan juga kepada 

pihak yang berani menikahkan pasangan yang sudah jels masih berstatus 

suami orang. khususnya di Desa Ayula Tilango. Karena sampai sekarang, 

pelaku poligami dibawah tangan semakin meningkat. 
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